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BUPATI TASIKMALAYA 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 1!) TAHUN 2013 

TENTANG 

PE N,JABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
AN C C AR AN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA 
TAHUN ANGGARAN 2012 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA 

a . ba hwa be rd a sa rka n Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten 
Ta sikma laya Nomor 2 Tahun 2013 tentang 
Pe rta nggungj a wa ba n Pela ksa naan Anggaran Pendapatan dan 
Be la nj a Dae ra h Ka bupa te n Tasikmalaya Tahun Anggaran 
20 12, Bupa ti be rwe na ng untuk m enetapkan petunjuk 
pe la ksanaannya. 

b. ba hwa be rda sa rka n pe rtimbangan sebagaimana dimaksud 
d a la m huruf a dia tas, pe rlu menetapkan Peraturan Bupati 
Tas ikm a laya te nta ng Pe njaba ran Pertanggungjawaban 
Pe la ksanaan Anggara n Pendapatan dan Belanja Daerah 
Ka bupa te n Ta sikma laya Ta hun Anggaran 2012. 

1. Unda n g-Unda ng Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentukan 
Dae ra h -Dae ra h Kabupate n Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Ba ra t (Be rita Nega ra Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
d e nga n Und a ng-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pe mbe ntuka n Ka bupa te n Purwa ka rta d a n Kabupaten Subang 
d e nga n Me nguba h Und a ng-Unda ng Nomor 14 Tahun 1950 
lc n ta ng Pc mbe n tuka n Dae ra h -Dae ra h Kabupaten Dalam 
Lin gkun ga n Pro pinsi J a wa Ba ra t (Lembara n Negara Republik 
Ind onesia Ta hun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Nega ra Re publik Indonesia Nomor 2851); 

2. U nd a ng-U nd a ng No mor 6 Ta h un 1983 tentang Ketentuan 
Umum d a n Ta la Ca ra Pe rpajakan (Lembaran Negara Republik 
Ind onesi a Ta hun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Nega ra Re publik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah 
diuba h be be ra pa ka li te rakhir d engan Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pe ngga nti Und a ng- Und a n g Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
P ru ba ha n Kee mpa t Ata s Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

1983 te nta ng Ke te ntuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
m c nj a di Und a ng- Und a ng (Lembara n Negara Republik 
Indo nesi a Ta h un 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran 

Nega ra Republik Indonesia Nomor 4999); 



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penye1enggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851) ; 

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ten tang 
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854), 
sebagaimana te1ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
3 1 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4 150); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ke angan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2003 
Nom or 47 Tam bahan Lembaran Negara Republik Indo esia 
Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tabu n 2004 ten tang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indo esia Nomor 4355); 

7 . Undang-Un dang omor 15 Tahun 2004 tentang Pem eriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2004 
Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik I donesia 
Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nom or 4437) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tabun 2008 ten tang Perubahan Kedua a tas Un dang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerin tahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438) ; 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11 . Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 



Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

omor 90, Tambahan Lembaran Negara epublik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah bebera akali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Ata s Pera turan Pemerin tah Nomor 
24 Tahun 2004 ten tang Kedudukan Protokoler dan Keu angan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lemba ran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2007 Nom or 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 
4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pem erintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Ata s Peraturan 
Pem erintah Nomor 23 Tahu n 2005 tentang Pen gelolaan 
Keuangan Badan L yanan Umu m (Lem baran Negara epublik 
Indones ia Tahun 20 12 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Nom or 5340) ; 

15 . Peratu ran Pem erintah omor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perim bangan (Lembaran Negara Repu blik Indon sia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
n donesia Nomor 4575); 

16 . Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahu n 2005 ten tang Sistem 
Informasi Keuangan Da erah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu n 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara epublik Indonesia Nomor 4 576), sebagaimana telah 
diubah dengan Pera turan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan a tas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 ten tang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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18. Peraturan Pemerintab Nomor 79 Tabun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran 
Pemerintaban Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

20. Pera turan Pemerintab Nomor 3 Tabun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintaban Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
kepada Dewan Perwakilan Rakya t Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Nomor 4693}; 

2 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintaban Daerah Propinsi dan Pemerintaban Daerah 
KabupatenjKota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

22 . Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 4 1 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerab (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 474 1); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahu n 2008 tentang 
Dekon sentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Parmi Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 
ten tang perubaban atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 ten tang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2012 Nomor 
195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5351); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Re[ublik Indonesia Nomor 5161); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
aerah (Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R ublik Indonesia 
Nomor 5272); 

30. Per u Pre i or ,- T n 20 10 ten tang Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah be era a kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Ta un 
20 12 tentan Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 20 10 tentang Pengadaan Barang/ Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara publik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 155, Ta mbahan Lembaran egara Republik 
Indonesia Nomor 5334) ; 

31. Peraturan Menteri 0' Negeri N mor 13 Tah u n 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
te ah be erapa ali d iubah, t rakh·r denga Peraturan 

en teri alam Nege · omor 21 2011 tentang 
rubah Kedu a Ata Peratu n Dalam Negeri 

Nomor 1 Tahun 2006 te n e gelolaan 
Keuangan aerah; 

32. P u r 0 eri 6 ahun 2007 
tentang P ra uran Me teri a la m Nege . te g Pedoman 
E aluasi Ra g Pe aturan Daerah tentang 
Perta nggungjaw ban Pelaksanaan Anggaran Pen apatan dan 
Be anja Daerah d Rancangan Pe a turan Kepala Daerah 
tentang njabaran Pertanggungja aban Pelaksanaan 
An gg an P ndapatan dan Be ja Daer 

33. Pe a tura 
tentang ta C 

Pertanggungja 

teri Dalam ege· N or 55 Tahun 2008 
a Penata saha dan Penyusunan Laporan 
an en ara serta Penyampaiannya; 

34. Peraturan Menteri alam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 
tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran 

Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik; 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 
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36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 T~un 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan ~osial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belan~a Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ment'eri Dalam 
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Nomor 11 Tahun 
2 06 S t g rintahan Kabupaten 
Tas ·kmalaya; 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Nomor 4 Tahun 
2008 te ko Pe Keuangan aerah; 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Nomo 8 Tahun 
2008 tentang Urus Pemerintahan Daerah Ka upaten 
Tas ikrnalaya; 

4 1. Peraturan Daerah Ka upa Tasikrnalaya Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Sekretariat Daerah Kab a ten Tasikrnalaya dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah abupaten 
Tasikrnalaya; 

42. Peraturan a rah Kabupat n Tasikrnalaya Nomor 15 Tahun 
2008 ten tang Di a s Daerah Kabu paten Ta sikmalaya 
sebagaima a e diub b erapa k . e akhir dengan 
Pera ran Daerah Kabupaten Tasi alaya Nomor 14 Tahun 
2011 ten ang baha Ke a Ata Perat ran Daerah 
Kabupaten Tasikrnalay Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas 
Daer a bupaten Tasikmalaya; 

43. Peraturan Daerah Kab te 
2008 te t g Lembaga 
Tas· alaya d ant 
Kabu paten Tasi 

Ta ikrnalay Nomor 16 Tahun 
Teknis 

Pelay .a 
a rah 
Periji a n 

abupaten 
Terpadu 

44. Pera turan 
2 08 

a Ta s·krnalaya Nomor 17 Tahun 
n tukan rgan is asi Inspektorat 

a aya s agaimana telah diubah dengan 
Pera ran aera paten asik alaya Nomor 9 Tahun 
2012 ten Perubaha ata eraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nom r 17 ahun 2008 ten tang Pembentukan 
Organisasi Inspektor Kabupaten Tasikrnalaya; 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 

2008 ten tang Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya; 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2012; 



47. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 
2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2012. 

MEMUTUSKAN: 
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Menetapkan PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 
TAHUN ANGGARAN 2012. 

Pasal1 
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun An aran 2 0 12 terd'ri ata : 
1. Pendapatan 

a . Pendapatan sli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-I ' Pen dapatan yang sah 

J e dap 

2. Be anja 
a. Be1anja Tidak Langsun 

) Belanja Pegawai 
2) B lanja Bu ga 
3) Belanja Subsidi 
4) elanja Hibah 
5) el ja Bantuan Sosial 
6) Belanja Bagi Hasil 
7) Belanja Bantuan Keuang 
8) Belanja Tidak Terduga 

h. Belanja Langs ng 
1) Bel ja Peg wai 
2) B lanja Baran dan Jasa 
3) B lanja odal 

3 . Pembiayaan 
a . Penerim an 
b. Pengeluaran 

Jumlah Belanja 
urplus j ( efisit) 

J mlah Pembiayaan Netto 
iLPA tahu rkenaan 

a s 12 

Rp. 60.970. 10. 17,00 
Rp. 1.281.237.19 .766,00 
Rp . 471. 81.746.709,00 

. 1. 3 .389 .750.992 ,00 

Rp. 1.090.185.266.816,00 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

p . 

60.91. 2 .500,00 
6.986.590.500 ,00 
8.607.056.924,00 

50.250 .669.740 ,00 
1.268.062.000,00 

.218.212.658 . 80,00 

Ringkasan Laporan R isa ' An aran seb galm a d ' aksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran Peratu an Bup 1 1n1; 

a sal3 
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran; 

Pasa14 
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini ; 
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Pasa15 
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasa16 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 28 Aguatus 2013 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

~D ~ ~ODIR f~ 
NIP. 19611217 198305 1 001 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 27 llgas"\1l.S 201 3 

? BUPATI TASIKMALAYA 

~UU RUZHANUL ULUM 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR: 1~ 


